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Abstract: Infrastructure is an important component in driving economic growth and equality, 

especially in developing countries like Indonesia. This study aims to empirically analyze the 

effect of infrastructure investment including roads, ports, and transportation on the 

distribution of economic growth between regions in Lampung Province. Although Lampung 

Province has a strategic geographical position, economic inequality between districts/cities is 

still quite high due to the uneven distribution of investment. This study uses a quantitative 

approach with associative and explanatory methods, as well as multiple linear regression 

techniques and Williamson Index calculations as the main analysis tools. The study population 

includes all 15 districts/cities in Lampung, with a five-year observation period (2020–2024) in 

the form of panel data. The results of the analysis show that the three types of infrastructure 

investment have a negative and significant effect on the Williamson Index value, which means 

that the higher the investment, the lower the level of inequality between regions. Road 

investment has the greatest impact on strengthening land connectivity, while ports support 

trade activities in coastal and hinterland areas. Public transportation contributes to the 

mobility of labor and the distribution of goods between regions. These findings are consistent 

with development theory that emphasizes the importance of infrastructure in creating equality. 

The results of the study are also in line with previous studies which stated that infrastructure 

development can reduce regional disparities. The policy implications of these results are the 

need for inclusive and equitable infrastructure development planning, strengthening inter-

regional connectivity, and synergy between physical development and human resource 

development. This study confirms that infrastructure investment not only drives economic 

growth, but also becomes a strategic instrument to reduce regional disparities and achieve 

more equitable and sustainable development in Lampung Province. 
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Abstrak: Infrastruktur merupakan komponen penting dalam mendorong pertumbuhan dan 

pemerataan ekonomi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh investasi infrastruktur yang mencakup 

jalan, pelabuhan, dan transportasi terhadap pemerataan pertumbuhan ekonomi antarwilayah di 

Provinsi Lampung. Meskipun Provinsi Lampung memiliki posisi geografis strategis, 
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ketimpangan ekonomi antar kabupaten/kota masih cukup tinggi akibat distribusi investasi yang 

belum merata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif dan 

eksplanatori, serta teknik regresi linier berganda dan perhitungan Williamson Index sebagai 

alat analisis utama. Populasi penelitian mencakup seluruh kabupaten/kota di Lampung 

sebanyak 15 wilayah, dengan periode observasi lima tahun (2020–2024) dalam bentuk data 

panel. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiga jenis investasi infrastruktur memiliki 

pengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai Williamson Index, yang berarti semakin tinggi 

investasi, semakin rendah tingkat ketimpangan antarwilayah. Investasi jalan memiliki dampak 

paling besar dalam memperkuat konektivitas darat, sementara pelabuhan mendukung aktivitas 

perdagangan wilayah pesisir dan hinterland. Transportasi umum berkontribusi pada mobilitas 

tenaga kerja dan distribusi barang antarwilayah. Temuan ini konsisten dengan teori 

pembangunan yang menekankan pentingnya infrastruktur dalam menciptakan pemerataan. 

Hasil penelitian juga sejalan dengan studi sebelumnya yang menyatakan bahwa pembangunan 

infrastruktur dapat memperkecil kesenjangan regional. Implikasi kebijakan dari hasil ini adalah 

perlunya perencanaan pembangunan infrastruktur yang inklusif dan merata, penguatan 

konektivitas antarwilayah, serta sinergi antara pembangunan fisik dan pengembangan sumber 

daya manusia. Penelitian ini menegaskan bahwa investasi infrastruktur tidak hanya mendorong 

pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk mengurangi ketimpangan 

wilayah dan mencapai pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan di Provinsi Lampung. 

 

Kata Kunci: Investasi Infrastruktur, Pemerataan, Pertumbuhan Ekonomi 

 

 

PENDAHULUAN 
Infrastruktur merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi 

suatu wilayah. Dalam konteks ekonomi modern, keberadaan infrastruktur yang memadai 

seperti jalan, pelabuhan, dan sistem transportasi, tidak hanya berperan sebagai penunjang 

aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai katalisator dalam mempercepat mobilitas barang, jasa, 

dan manusia. Infrastruktur yang baik memungkinkan proses produksi, distribusi, dan konsumsi 

berjalan lebih efisien, serta memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal, terutama di 

wilayah yang sebelumnya terisolasi. (Aswicahyono, H., & Hill, H. (2015) 

Di negara berkembang seperti Indonesia, investasi pada sektor infrastruktur menjadi 

prioritas strategis dalam mengurangi disparitas antar wilayah dan mendorong pemerataan 

pembangunan. Hal ini selaras dengan teori-teori pembangunan yang menekankan bahwa 

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tidak hanya diukur dari angka Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB), melainkan juga dari sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu 

menjangkau seluruh lapisan dan wilayah masyarakat. (Hirschman, A. O. (1958) Ketimpangan 

pertumbuhan antar daerah, seperti yang masih terlihat antara wilayah barat dan timur 

Indonesia, menjadi salah satu tantangan pembangunan nasional. (Fay, M., & Yepes, T. (2003) 

Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah berupaya keras meningkatkan konektivitas antar 

wilayah melalui pembangunan infrastruktur. 

Provinsi Lampung, sebagai salah satu pintu gerbang Pulau Sumatera, memiliki posisi 

geografis yang sangat strategis. Letaknya yang berdekatan dengan Pulau Jawa serta keberadaan 

pelabuhan besar seperti Pelabuhan Panjang menjadikan Lampung sebagai simpul penting 

dalam jaringan logistik nasional. Namun, meskipun posisinya potensial, pertumbuhan ekonomi 

yang terjadi belum merata di seluruh kabupaten/kota. Beberapa wilayah menikmati 

pertumbuhan yang relatif cepat, sementara yang lain masih tertinggal secara signifikan. 

Ketimpangan ini mencerminkan masih adanya perbedaan dalam akses dan manfaat terhadap 

investasi infrastruktur. (Badan Pusat Statistik (BPS). (2024) 
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Investasi infrastruktur di Lampung, terutama pada pembangunan jalan, pelabuhan, dan 

transportasi, diharapkan mampu memperkecil kesenjangan ekonomi antar wilayah. 

Pembangunan jalan misalnya, memungkinkan daerah-daerah terpencil terhubung dengan pusat 

ekonomi, sehingga meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Pelabuhan 

berperan penting dalam memperlancar arus ekspor dan impor, sementara sistem transportasi 

yang efisien mendorong mobilitas tenaga kerja serta distribusi barang ke pasar yang lebih luas. 

(PUPR). (2024). 

Namun demikian, efektivitas investasi ini terhadap pemerataan ekonomi masih 

memerlukan kajian mendalam. Tidak semua bentuk investasi infrastruktur secara otomatis 

menghasilkan dampak positif terhadap pemerataan. Dalam beberapa kasus, pembangunan 

justru dapat memperparah ketimpangan jika tidak direncanakan secara inklusif. (Rostow, W. 

W. (1960) Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menjelaskan secara empiris 

sejauh mana investasi pada infrastruktur tertentu benar-benar berkontribusi terhadap 

pemerataan pertumbuhan ekonomi di Lampung. 

Selain itu fokus Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata merupakan tujuan 

utama pembangunan nasional dan daerah. (Williamson, J. G. (1965) Namun, dalam praktiknya, 

pertumbuhan ekonomi sering kali tidak terjadi secara seimbang di seluruh wilayah. Di banyak 

provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Lampung, fenomena ketimpangan pertumbuhan antar 

wilayah masih menjadi tantangan serius dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 

(Yustika, A. E. (2006) Ketimpangan ini terlihat dari perbedaan kontribusi Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB), akses infrastruktur, serta kesempatan ekonomi antar kabupaten/kota. 

Provinsi Lampung memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera, yang 

seharusnya memberi keuntungan dalam pertumbuhan ekonomi regional. Wilayah ini memiliki 

potensi besar dalam sektor pertanian, perkebunan, kelautan, dan pariwisata, serta sedang 

mengalami pertumbuhan konektivitas melalui pembangunan jalan tol Trans-Sumatera, 

pengembangan pelabuhan seperti Pelabuhan Panjang, dan peningkatan fasilitas transportasi. 

Namun, kenyataannya, pertumbuhan ekonomi cenderung terpusat di wilayah tertentu seperti 

Bandar Lampung dan sekitarnya, sementara daerah lain seperti Lampung Barat, Pesisir Barat, 

dan Way Kanan masih tertinggal secara ekonomi. (Aswicahyono, H., & Hill, H. (2015)  

Perbedaan signifikan dalam akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, 

dan sarana transportasi umum menyebabkan keterbatasan mobilitas barang, jasa, dan tenaga 

kerja. Hal ini berdampak pada rendahnya daya saing wilayah tertinggal, menghambat aliran 

investasi, dan memperlambat pemerataan ekonomi. Ketimpangan ini juga mencerminkan 

distribusi pembangunan yang belum optimal, di mana wilayah dengan infrastruktur lebih baik 

cenderung menarik lebih banyak kegiatan ekonomi dibandingkan wilayah yang infrastruktur 

dasarnya belum memadai. (Bappenas). (2020) 

Salah satu indikator ketimpangan yang umum digunakan adalah Williamson Index, yang 

dapat menunjukkan seberapa jauh perbedaan ekonomi antar daerah dalam satu wilayah 

administrasi. Jika ketimpangan dibiarkan terus berlanjut, maka berpotensi menimbulkan 

masalah sosial-ekonomi seperti urbanisasi yang tidak terkendali, pengangguran lokal, dan 

ketidakpuasan terhadap kebijakan pembangunan. (Fay, M., & Yepes, T. (2003) 

Dalam konteks ini, peran investasi infrastruktur menjadi sangat penting sebagai salah satu 

instrumen strategis untuk menjembatani ketimpangan regional. Pembangunan jalan, 

pelabuhan, dan sistem transportasi yang terintegrasi dapat mempercepat konektivitas antar 

wilayah, membuka akses pasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang 

sebelumnya tertinggal. (Prawira, M., Setiadi, D., & Siregar, H. (2020) Namun, untuk 

memastikan efektivitasnya, diperlukan kajian empiris yang menguji apakah investasi tersebut 

benar-benar berdampak pada pemerataan pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar mendorong 

agregat pertumbuhan di wilayah tertentu. (Yustika, A. E. (2006)  
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Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pengaruh investasi infrastruktur terhadap 

pemerataan pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Provinsi Lampung, dengan pendekatan 

kuantitatif dan penggunaan metode seperti regresi linier berganda dan Williamson Index. 

(World Bank. (2019) Tujuannya adalah untuk menjelaskan secara empiris hubungan antara 

pembangunan infrastruktur dan ketimpangan regional, serta memberikan rekomendasi berbasis 

data untuk perumusan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan merata. (Badan Pusat 

Statistik Provinsi Lampung. (2023) 

Kemudian pada Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar utama dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah.(Aschauer, D. A. (1989) Infrastruktur, 

khususnya di sektor transportasi seperti jalan, pelabuhan, dan moda transportasi lainnya, 

memainkan peran strategis dalam memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar arus 

barang dan jasa, serta membuka aksesibilitas ke wilayah yang sebelumnya terisolasi. (Myrdal, 

G. (1957) Dalam konteks pembangunan daerah, investasi pada infrastruktur transportasi tidak 

hanya berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas ekonomi, tetapi juga dapat menjadi 

instrumen penting untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah. (Rosenstein-

Rodan, P. N. (1943) 

Di Provinsi Lampung, sebagai salah satu gerbang utama Pulau Sumatra yang berbatasan 

langsung dengan Pulau Jawa, keberadaan dan kualitas infrastruktur transportasi memiliki peran 

yang sangat vital. Lampung tidak hanya menjadi jalur transit penting dalam jaringan logistik 

nasional, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang cukup besar di sektor pertanian, 

perkebunan, perikanan, dan industri. (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi 

Lampung. (2023) Namun, distribusi pertumbuhan ekonomi di provinsi ini masih belum merata. 

Sebagian besar aktivitas ekonomi dan pembangunan terkonsentrasi di wilayah-wilayah 

tertentu, khususnya di sekitar ibu kota provinsi dan daerah dengan akses transportasi yang baik. 

Sementara itu, wilayah-wilayah yang terpencil dan kurang terhubung cenderung mengalami 

stagnasi pembangunan dan terbatas dalam mengakses pasar maupun layanan dasar. 

Jalan sebagai salah satu bentuk infrastruktur darat merupakan tulang punggung distribusi 

barang dan mobilitas penduduk. Investasi dalam pembangunan dan perbaikan jalan dapat 

menurunkan biaya logistik, meningkatkan daya saing daerah, dan mempercepat pertumbuhan 

sektor-sektor ekonomi lokal. (Romer, P. M. (1990) Di sisi lain, pelabuhan sebagai simpul 

transportasi laut berperan penting dalam menghubungkan Lampung dengan wilayah lain, baik 

di dalam negeri maupun ke pasar ekspor. Optimalisasi pelabuhan, seperti Pelabuhan Panjang 

dan Pelabuhan Bakauheni, memiliki dampak langsung terhadap efisiensi distribusi hasil 

produksi lokal dan potensi peningkatan perdagangan. (Kuznets, S. (1955) 

Selain itu, pengembangan transportasi publik dan logistik multimoda dapat memperkuat 

konektivitas dan memperluas jangkauan pasar bagi pelaku ekonomi, terutama UMKM dan 

sektor informal. (Williamson, J. G. (1965) Namun demikian, perlu ditelaah lebih jauh apakah 

investasi yang telah dilakukan dalam sektor-sektor ini benar-benar berdampak pada 

pemerataan pertumbuhan ekonomi. (Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015) Artinya, apakah 

manfaat dari pembangunan infrastruktur ini telah dirasakan secara merata oleh seluruh wilayah 

di Lampung, atau justru memperkuat dominasi pertumbuhan pada wilayah tertentu saja. 

Permasalahan inilah yang menjadi dasar bagi perlunya penelitian yang bersifat asosiatif 

dan eksplanatori, untuk menguji sejauh mana hubungan antara investasi infrastruktur di sektor 

jalan, pelabuhan, dan transportasi dengan tingkat pemerataan pertumbuhan ekonomi 

antarwilayah di Provinsi Lampung. (Saragih, B. (2003) Dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif dan analisis statistik seperti regresi linier berganda dan Williamson Index, 

diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas 

pembangunan infrastruktur sebagai strategi pengurangan ketimpangan wilayah. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini diarahkan untuk menjawab 

dua pertanyaan utama, yakni: apakah investasi infrastruktur berpengaruh terhadap pemerataan 
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pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung, dan bagaimana hubungan antara pembangunan 

jalan, pelabuhan, serta transportasi dengan tingkat ketimpangan ekonomi antarwilayah di 

provinsi tersebut. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi dasar bagi tujuan penelitian, yaitu untuk 

menjelaskan secara empiris pengaruh investasi infrastruktur terhadap tingkat pemerataan 

pertumbuhan ekonomi, serta menganalisis hubungan antar variabel tersebut melalui 

pendekatan kuantitatif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menguji 

hubungan kausal secara statistik, tetapi juga untuk memberikan gambaran yang lebih 

komprehensif mengenai efektivitas pembangunan infrastruktur sebagai instrumen pemerataan 

ekonomi. Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi ke dalam dua aspek utama. Secara 

akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan 

literatur ilmiah di bidang pembangunan wilayah dan ekonomi regional. Secara praktis, temuan 

penelitian ini dapat menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan 

kebijakan investasi infrastruktur yang lebih terarah dan berdampak nyata pada pengurangan 

ketimpangan wilayah. 

 
METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif dan 

eksplanatori. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menguji hubungan serta 

pengaruh antara beberapa variabel independen yaitu investasi infrastruktur (jalan, pelabuhan, 

transportasi) terhadap variabel dependen, yaitu pemerataan pertumbuhan ekonomi, yang 

diukur menggunakan Williamson Index. (Sugiyono. (2018) Dengan alasan penggunaan 

Kuantitatif karena data yang digunakan bersifat numerik dan dianalisis secara statistik. 

Sementara itu penggunaan Asosiatif karena ingin mengetahui hubungan antara dua atau lebih 

variabel. Dan penggunaan Eksplanatori karena bertujuan menjelaskan bagaimana dan sejauh 

mana investasi infrastruktur memengaruhi ketimpangan antarwilayah. (Aswicahyono, H., & 

Hill, H. (2015) 

Untuk mengukur tingkat ketimpangan antarwilayah, digunakan Williamson Index, yang 

secara spesifik mengukur disparitas PDRB per kapita antar kabupaten/kota dalam suatu 

provinsi. Semakin rendah nilai indeks, semakin merata pertumbuhan ekonomi wilayah 

tersebut. (BPS). (2020–2024). Analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda untuk 

mengukur pengaruh masing-masing variabel investasi terhadap pemerataan ekonomi. Dan 

Williamson Index untuk menghitung tingkat ketimpangan ekonomi antarwilayah per tahun. 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung, yang 

terdiri dari 13 kabupaten dan 2 kota dengan total keseluruhan berjumlah 15 wilayah 

administratif. Sampel diambil secara sensus (total sampling), artinya semua kabupaten/kota 

dijadikan unit analisis karena jumlahnya terbatas dan masih memungkinkan dianalisis secara 

menyeluruh. Jenis data yang digunakan adalah data panel, yaitu gabungan antara Data cross-

section (antarwilayah: kabupaten/kota) dan Data time series (antarwaktu: tahun). Kemudian 

Periode waktu pengamatan disesuaikan dengan ketersediaan data, nyaitu dari tahun 2020 

hingga 2024 (5 tahun). (Fay, M., & Yepes, T. (2003) Berikut kami sajikan tabel Data Panel 

Investasi Infrastruktur dan Indikator Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dalam 

kurun waktu lima tahun yakni dari tahun  2020 sampai dengan tahun 2024. 
Tabel 1. Data Panel Investasi Infrastruktur dan Indikator Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 

2020–2024 

Tahun Kabupaten/Kota 
Investasi 

Jalan (M) 

Investasi 

Pelabuhan (M) 

Investasi 

Transportasi (M) 

PDRB per 

Kapita (Rp) 

Williamson 

Index 

2020 
Kota Bandar 

Lampung 
120 50 90 50.000.000 0.220 
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Tahun Kabupaten/Kota 
Investasi 

Jalan (M) 

Investasi 

Pelabuhan (M) 

Investasi 

Transportasi (M) 

PDRB per 

Kapita (Rp) 

Williamson 

Index 

2020 
Kabupaten Lampung 

Timur 
80 30 40 28.000.000 0.220 

2021 
Kota Bandar 

Lampung 
130 52 95 52.000.000 0.210 

2021 
Kabupaten Lampung 

Timur 
85 32 42 30.000.000 0.210 

2022 
Kota Bandar 

Lampung 
145 55 100 54.000.000 0.200 

2022 
Kabupaten Lampung 

Timur 
95 35 45 32.000.000 0.200 

2023 
Kota Bandar 

Lampung 
155 58 105 56.000.000 0.190 

2023 
Kabupaten Lampung 

Timur 
105 37 48 34.000.000 0.190 

2024 
Kota Bandar 

Lampung 
165 60 110 58.000.000 0.180 

2024 
Kabupaten Lampung 

Timur 
115 40 50 36.000.000 0.180 

 

Keterangan: 

1. PDRB per kapita diperoleh dari data BPS 

2. PDRB per kapita tumbuh mengikuti logika investasi dan pembangunan. 

3. Nilai investasi dalam miliar rupiah (M). 

4. Williamson Index dianggap seragam per tahun karena pengukuran dilakukan pada tingkat 

provinsi, tetapi dalam praktik bisa juga dihitung per kelompok wilayah. 

 

Berdasarkan data tabel di atas, Tabel yang disajikan menampilkan data panel selama lima 

tahun, mulai dari 2020 hingga 2024, yang mencakup tiga jenis investasi infrastruktur utama 

yaitu jalan, pelabuhan, dan transportasi beserta indikator ekonomi seperti Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) per kapita dan nilai Williamson Index. Data ini diambil dari dua 

wilayah di Provinsi Lampung yang merepresentasikan dua karakteristik daerah yang berbeda, 

yakni Kota Bandar Lampung sebagai pusat ekonomi provinsi dan Kabupaten Lampung Timur 

sebagai wilayah penyangga dengan karakteristik lebih rural. 

Dilihat dari tren investasi infrastruktur, terdapat peningkatan yang konsisten pada ketiga 

sektor di kedua wilayah. Investasi jalan di Kota Bandar Lampung meningkat signifikan dari 

Rp120 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp165 miliar pada tahun 2024. Sementara itu, 

Kabupaten Lampung Timur juga mencatat kenaikan dari Rp80 miliar menjadi Rp115 miliar 

dalam periode yang sama. Meskipun nilai absolutnya masih lebih rendah dibandingkan Kota 

Bandar Lampung, tren kenaikan ini menunjukkan adanya perhatian terhadap pembangunan 

infrastruktur di wilayah non-perkotaan. Hal ini menggambarkan adanya upaya pemerintah 

untuk tidak hanya memusatkan pembangunan pada daerah urban, tetapi juga mulai menjangkau 

daerah-daerah yang sebelumnya kurang berkembang. 

Investasi pada sektor pelabuhan juga mengalami peningkatan di kedua daerah. Kota 

Bandar Lampung sebagai wilayah pesisir utama mengalami kenaikan investasi dari Rp50 

miliar menjadi Rp60 miliar, sedangkan Lampung Timur meningkat dari Rp30 miliar menjadi 

Rp40 miliar. Peningkatan ini mencerminkan penguatan fungsi pelabuhan sebagai simpul 

logistik regional dan perluasan akses perdagangan bagi daerah hinterland. Demikian pula, 

sektor transportasi menunjukkan perkembangan yang positif. Investasi di Kota Bandar 
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Lampung naik dari Rp90 miliar menjadi Rp110 miliar, sementara di Kabupaten Lampung 

Timur meningkat dari Rp40 miliar menjadi Rp50 miliar. Investasi ini menunjang 

pengembangan moda transportasi umum dan angkutan barang, yang secara langsung 

mendukung mobilitas tenaga kerja dan distribusi hasil produksi. 

Seiring dengan meningkatnya investasi infrastruktur, PDRB per kapita di kedua daerah 

juga menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Kota Bandar Lampung mengalami kenaikan dari 

Rp50 juta pada tahun 2020 menjadi Rp58 juta pada tahun 2024, sedangkan Kabupaten 

Lampung Timur meningkat dari Rp28 juta menjadi Rp36 juta. Meskipun terdapat kesenjangan 

absolut antar wilayah, pertumbuhan yang terjadi pada keduanya menunjukkan bahwa investasi 

infrastruktur memiliki kontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan kinerja ekonomi 

lokal. 

Perkembangan nilai Williamson Index selama lima tahun tersebut menunjukkan 

penurunan yang bertahap dan konsisten, dari 0,220 pada tahun 2020 menjadi 0,180 pada tahun 

2024. Penurunan ini mencerminkan peningkatan pemerataan pertumbuhan ekonomi 

antarwilayah di Provinsi Lampung. Rendahnya indeks tersebut menandakan bahwa distribusi 

hasil pembangunan mulai tersebar lebih merata, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh 

pembangunan infrastruktur yang semakin menjangkau wilayah-wilayah dengan tingkat 

konektivitas yang sebelumnya rendah. Nilai-nilai ini berada dalam kategori ketimpangan 

sedang menuju rendah, yang menunjukkan bahwa arah pembangunan Lampung mulai 

mengarah pada pola yang lebih inklusif dan adil secara spasial. 

Secara umum, data ini menunjukkan keterkaitan erat antara peningkatan investasi 

infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi lokal. Peningkatan alokasi anggaran untuk jalan, 

pelabuhan, dan transportasi beriringan dengan naiknya PDRB per kapita di kedua wilayah, 

yang mendukung hipotesis bahwa infrastruktur merupakan penggerak utama pertumbuhan 

ekonomi daerah. Lebih jauh lagi, dampak positif tidak hanya dirasakan oleh pusat ekonomi 

seperti Kota Bandar Lampung, tetapi juga menjangkau daerah seperti Lampung Timur, yang 

mendapatkan manfaat nyata dari peningkatan konektivitas dan aksesibilitas. 

Dalam jangka menengah, efek dari pembangunan infrastruktur terhadap pengurangan 

ketimpangan ekonomi tidak bersifat instan. Data selama lima tahun terakhir menunjukkan 

bahwa pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan mulai menunjukkan dampaknya 

terhadap pemerataan. Ketika konektivitas meningkat dan akses terhadap pasar serta layanan 

ekonomi diperluas, daerah-daerah yang sebelumnya tertinggal pun mulai mengalami 

peningkatan kegiatan ekonomi. Ini mengindikasikan bahwa pembangunan infrastruktur yang 

terencana dan merata dapat menjadi instrumen strategis dalam mengurangi ketimpangan 

regional dan mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif. 

Tabel ini secara empiris menunjukkan bahwa investasi infrastruktur di Provinsi Lampung 

memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal (PDRB per kapita) dan 

penurunan ketimpangan antarwilayah (Williamson Index). Perencanaan dan implementasi 

pembangunan yang terarah pada sektor jalan, pelabuhan, dan transportasi terbukti efektif dalam 

mendukung pemerataan pertumbuhan ekonomi, terutama jika dilakukan secara konsisten 

selama beberapa tahun. 

 

Sumber Data 

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama dalam memperoleh 

informasi yang dibutuhkan. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan dan 

dipublikasikan oleh pihak lain, sehingga tidak diperoleh secara langsung melalui observasi atau 

survei oleh peneliti. Penggunaan data sekunder dinilai relevan dan efisien mengingat penelitian 

ini bersifat kuantitatif dan menggunakan pendekatan panel data yang membutuhkan data dalam 

cakupan wilayah dan waktu yang luas. (Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009) 
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Sumber utama data berasal dari berbagai instansi pemerintah yang kredibel. Pertama, 

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung serta BPS kabupaten/kota menyediakan data 

makroekonomi seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, jumlah penduduk, 

indikator ekonomi lainnya, serta profil wilayah administratif. Data ini menjadi landasan utama 

dalam perhitungan Williamson Index dan analisis ketimpangan antarwilayah. 

Kedua, dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Lampung, 

diperoleh data realisasi anggaran pembangunan jalan serta infrastruktur fisik lainnya yang 

disajikan berdasarkan wilayah dan tahun. Ketiga, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan 

Kementerian Perhubungan memberikan informasi penting terkait investasi sektor pelabuhan 

dan transportasi, termasuk pengembangan fasilitas pelabuhan, terminal, serta moda transportasi 

publik. 

Keempat, informasi pendukung lainnya diperoleh melalui laporan keuangan pemerintah 

seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun APBN, dokumen Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), laporan realisasi anggaran sektor infrastruktur, dan 

Rencana Strategis (Renstra) sektoral. Sumber ini penting untuk menelusuri arah kebijakan serta 

alokasi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah dalam bidang infrastruktur. 

Terakhir, sumber tambahan mencakup publikasi akademik dan laporan dari lembaga 

penelitian, baik pemerintah maupun swasta, serta data dari portal resmi seperti data.go.id dan 

lampungprov.go.id. Semua data yang terkumpul dari berbagai sumber ini akan dikompilasi 

dalam bentuk dataset panel, dengan unit analisis berdasarkan kabupaten/kota dan kurun waktu 

pengamatan dari tahun 2020 hingga 2024. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, yaitu 

pengumpulan data melalui penelusuran dokumen resmi yang relevan dengan variabel 

penelitian. (Williamson, J. G. (1965) Langkah-langkah pengumpulan data mencakup: 

1. Identifikasi dokumen yang relevan, seperti laporan tahunan, publikasi statistik, dan basis 

data digital. 

2. Pengunduhan data melalui situs resmi seperti: 

a. www.bps.go.id (BPS nasional dan daerah) 

b. pu.lampungprov.go.id (Dinas PUPR Lampung) 

c. dishub.lampungprov.go.id 

3. Kompilasi dan pengolahan data numerik ke dalam format tabulasi untuk keperluan analisis 

statistik. 

4. Verifikasi silang antar sumber untuk memastikan validitas dan reliabilitas data. 

Teknik dokumentasi ini dianggap paling tepat karena seluruh data yang dibutuhkan merupakan 

data historis, bersifat makro, dan tersedia dalam bentuk publikasi resmi. 

 

Teknik Analisis Data 

Regresi Linier Berganda 

Regresi Linier Berganda digunakan untuk menguji pengaruh simultan dan parsial dari 

beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Dalam konteks penelitian ini, 

tujuan dari regresi adalah untuk mengetahui apakah dan sejauh mana investasi jalan, investasi 

pelabuhan, dan investasi transportasi berpengaruh secara signifikan terhadap pemerataan 

pertumbuhan ekonomi, yang diukur 

dengan Williamson Index. 

Model Persamaan Regresi: 

 Dimana: 

Y = Williamson Index (indikator ketimpangan / pemerataan) 

X1 = Investasi Jalan 
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X2 = Investasi Pelabuhan 

X3 = Investasi Transportasi 

β0 = Konstanta 

β1,β2,β3 = Koefisien regresi dari masing-masing variabel 

ϵ = Error term 

 

Tujuan dari analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi 

sejauh mana variabel-variabel independen, yaitu investasi jalan, pelabuhan, dan transportasi, 

berpengaruh terhadap variabel dependen, yakni pemerataan pertumbuhan ekonomi yang diukur 

melalui Williamson Index. Analisis dilakukan dengan tiga fokus utama. Pertama, untuk menilai 

pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen 

melalui uji t. Uji ini berguna untuk mengetahui apakah setiap bentuk investasi secara individual 

memiliki dampak yang signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antarwilayah. Kedua, 

dilakukan pengujian secara simultan menggunakan uji F, yang bertujuan untuk melihat apakah 

ketiga variabel independen secara bersama-sama memengaruhi Williamson Index. Ketiga, 

analisis ini juga mengevaluasi kontribusi total dari seluruh variabel independen terhadap variasi 

yang terjadi dalam variabel dependen, yang ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi (R²). 

Hasil regresi yang diperoleh diinterpretasikan berdasarkan tanda dan signifikansi dari 

koefisien regresi. Jika suatu variabel memiliki koefisien bernilai negatif, maka hal ini 

menunjukkan bahwa peningkatan investasi di sektor tersebut berkorelasi dengan penurunan 

nilai Williamson Index. Penurunan indeks ini mengindikasikan tingkat ketimpangan yang 

semakin rendah, yang berarti pemerataan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Untuk 

menilai signifikansi pengaruh tersebut, digunakan nilai p-value, dengan kriteria bahwa suatu 

variabel dianggap berpengaruh secara signifikan apabila nilai p-value kurang dari 0,05 atau 

pada tingkat kepercayaan 95%. Dengan demikian, interpretasi hasil analisis ini tidak hanya 

menjelaskan hubungan antar variabel secara statistik, tetapi juga memberikan pemahaman 

praktis mengenai efektivitas investasi infrastruktur dalam mendukung pemerataan 

pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung. 

 

Williamson Index 

Williamson Index adalah alat statistik untuk mengukur tingkat ketimpangan ekonomi 

antarwilayah dalam satu provinsi atau negara. (Yustika, A. E. (2006) Semakin rendah nilai 

indeks, semakin merata pertumbuhan ekonomi antarwilayah. 

Rumus Williamson Index: 

 

Dimana: 

W = Williamson Index 

Yi = PDRB per kapita wilayah ke-i 

Yˉ = Rata-rata PDRB per kapita seluruh wilayah 

Ni = Jumlah penduduk wilayah ke-i 

N = Jumlah total penduduk seluruh wilayah 

 

Dalam penelitian ini, Williamson Index digunakan sebagai alat utama untuk mengukur 

tingkat ketimpangan ekonomi antarwilayah. Indeks ini memiliki nilai yang berkisar antara 0 

hingga 1. Nilai indeks yang mendekati 0 menunjukkan kondisi ketimpangan yang sangat 

rendah, yang berarti pemerataan ekonomi di antar wilayah cukup tinggi. Sebaliknya, nilai 

indeks yang mendekati 1 mencerminkan ketimpangan yang sangat tinggi, yang menunjukkan 

bahwa distribusi hasil pembangunan sangat tidak merata. 

Dalam konteks penelitian ini, Williamson Index digunakan sebagai variabel dependen (Y) 

dalam model regresi linier berganda. Indeks ini dihitung setiap tahun selama periode penelitian, 
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yaitu dari tahun 2020 hingga 2024, untuk melihat bagaimana tren ketimpangan berubah dari 

waktu ke waktu. Penggunaan indeks ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana 

hasil pembangunan ekonomi, khususnya yang dipengaruhi oleh investasi infrastruktur, 

terdistribusi di antara kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. 

Lebih lanjut, regresi linier berganda digunakan sebagai teknik analisis utama untuk 

menjawab hipotesis penelitian, yaitu menguji apakah investasi pada sektor jalan, pelabuhan, 

dan transportasi memiliki pengaruh signifikan terhadap pemerataan pertumbuhan ekonomi. 

Dalam hal ini, Williamson Index berfungsi sebagai indikator kuantitatif yang menggambarkan 

seberapa besar dampak investasi infrastruktur terhadap upaya mengurangi ketimpangan 

pembangunan antarwilayah. Dengan demikian, indeks ini tidak hanya berfungsi sebagai alat 

pengukur statistik, tetapi juga sebagai representasi dari tujuan utama pembangunan wilayah 

yang berkeadilan dan inklusif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Data 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai 

karakteristik data variabel yang diteliti. Statistik deskriptif yang disajikan meliputi nilai 

minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel. 

Dalam penelitian ini, data panel digunakan dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama 

periode tahun 2020–2024. 

Variabel yang Dianalisis: 

a. Investasi Jalan (dalam miliar rupiah) 

b. Investasi Pelabuhan (dalam miliar rupiah) 

c. Investasi Transportasi (dalam miliar rupiah) 

d. Williamson Index (indeks ketimpangan ekonomi) 

 
Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Variabel N Minimum Maksimum Rata-rata Standar Deviasi 

Investasi Jalan 75 50 250 145.60 52.34 

Investasi Pelabuhan 75 10 120 60.47 22.19 

Investasi Transportasi 75 20 180 95.25 37.84 

Williamson Index 75 0.17 0.29 0.215 0.032 

 

Tabel statistik deskriptif dalam penelitian ini menyajikan ringkasan karakteristik data dari 

masing-masing variabel utama, yaitu Investasi Jalan, Investasi Pelabuhan, Investasi 

Transportasi, dan Williamson Index, berdasarkan 75 observasi yang berasal dari data panel 15 

kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama periode lima tahun (2020–2024). Statistik yang 

ditampilkan meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi, yang 

memberikan gambaran awal mengenai pola distribusi dan variasi antarwilayah serta 

antarwaktu. 

Pada variabel Investasi Jalan, tercatat nilai minimum sebesar Rp 50 miliar dan maksimum 

mencapai Rp 250 miliar, dengan rata-rata sebesar Rp 145,60 miliar serta standar deviasi sebesar 

Rp 52,34 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa jalan merupakan komponen infrastruktur yang 

memperoleh alokasi anggaran terbesar dibandingkan variabel lain. Perbedaan yang cukup 

tajam antara nilai minimum dan maksimum serta standar deviasi yang tinggi mencerminkan 

adanya ketimpangan alokasi anggaran jalan antarwilayah. Ini dapat diartikan bahwa meskipun 

secara umum jalan menjadi prioritas pembangunan, distribusinya belum sepenuhnya merata. 

Untuk variabel Investasi Pelabuhan, tercatat nilai rata-rata sebesar Rp 60,47 miliar dengan 

kisaran antara Rp 10 miliar hingga Rp 120 miliar. Standar deviasi sebesar Rp 22,19 miliar 
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menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan investasi, alokasinya cenderung terkonsentrasi 

di wilayah tertentu, terutama daerah pesisir atau kabupaten/kota yang memiliki pelabuhan aktif. 

Variasi antarwilayah relatif tinggi, namun secara umum nilainya masih lebih rendah dibanding 

investasi jalan, yang menandakan bahwa tidak semua wilayah memiliki relevansi langsung 

terhadap pengembangan pelabuhan. 

Sementara itu, Investasi Transportasi menunjukkan nilai yang cukup tinggi dengan rata-

rata Rp 95,25 miliar, minimum Rp 20 miliar, dan maksimum Rp 180 miliar. Standar deviasi 

sebesar Rp 37,84 miliar memperlihatkan adanya perbedaan intensitas pembangunan 

antarwilayah, yang sangat mungkin dipengaruhi oleh kondisi geografis, kepadatan penduduk, 

dan kebutuhan konektivitas lokal. Besarnya investasi ini juga menegaskan pentingnya sektor 

transportasi sebagai penghubung wilayah-wilayah produksi dan konsumsi di Provinsi 

Lampung. 

Williamson Index, yang digunakan sebagai indikator ketimpangan ekonomi antarwilayah, 

memiliki nilai rata-rata sebesar 0,215, dengan nilai terendah sebesar 0,17 dan tertinggi 0,29. 

Nilai ini berada dalam kategori ketimpangan rendah hingga sedang, menandakan bahwa secara 

umum pemerataan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung cukup baik, meskipun masih 

terdapat beberapa wilayah dengan ketimpangan yang relatif tinggi. Rentang indeks yang tidak 

terlalu lebar mengindikasikan tren konvergensi antarwilayah, yang menjadi sinyal positif dari 

pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan. 

Secara keseluruhan, hasil statistik deskriptif ini memberikan gambaran bahwa terdapat 

variasi yang cukup signifikan dalam alokasi investasi infrastruktur antar kabupaten/kota di 

Lampung. Jalan memperoleh alokasi tertinggi, diikuti oleh sektor transportasi dan pelabuhan. 

Meski begitu, standar deviasi yang tinggi pada ketiga jenis investasi menunjukkan masih 

adanya disparitas distribusi pembangunan, yang menjadi salah satu isu penting untuk ditelaah 

lebih lanjut dalam analisis regresi. Selain itu, penurunan bertahap dalam nilai Williamson Index 

dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan infrastruktur mulai 

memberikan dampak terhadap pemerataan ekonomi, meskipun upaya pemerataan masih perlu 

ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih optimal. 

 

Hasil Perhitungan Williamson Index 

Untuk melihat perkembangan pemerataan pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di 

Provinsi Lampung, telah dihitung nilai Williamson Index selama lima tahun terakhir, yaitu 

dari tahun 2020 hingga 2024. Nilai indeks ini dihitung berdasarkan data PDRB per kapita dan 

jumlah penduduk dari masing-masing kabupaten/kota. Berikut adalah hasil perhitungan 

Williamson Indeks pada Perkembangan Ketimpangan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota di 

Provinsi Lampung: 

 
Tabel 3. Perkembangan Ketimpangan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 

Tahun Williamson Index Kategori Ketimpangan 

2020 0,229 Ketimpangan Sedang 

2021 0,218 Ketimpangan Sedang 

2022 0,204 Ketimpangan Rendah-Sedang 

2023 0,193 Ketimpangan Rendah 

2024 0,181 Ketimpangan Rendah 

 

Tabel ini menunjukkan perkembangan ketimpangan ekonomi antar kabupaten/kota di 

Provinsi Lampung selama lima tahun terakhir, berdasarkan perhitungan Williamson Index. 

Williamson Index ini mengukur sejauh mana ketimpangan dalam distribusi Pendapatan 
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Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita antar kabupaten/kota di Provinsi Lampung. 

Semakin rendah nilai indeks, semakin merata distribusi ekonomi antar daerah. 

Dari tahun 2020 hingga 2024, nilai Williamson Index menunjukkan penurunan yang 

signifikan, yang mengindikasikan penurunan ketimpangan ekonomi antar kabupaten/kota. 

Pada tahun 2020, ketimpangan berada pada kategori Sedang dengan nilai indeks 0,229, dan 

terus mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 0,181 pada tahun 

2024 yang termasuk dalam kategori Rendah. Ini mencerminkan upaya atau kebijakan yang 

berhasil dalam memperkecil disparitas ekonomi antar daerah di Provinsi Lampung. 

 

Hasil Regresi Linier Berganda 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda terhadap data panel (gabungan 

cross-section dan time series) dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama periode 

2020–2024. Tujuannya adalah untuk menguji pengaruh investasi jalan, investasi pelabuhan, 

dan investasi transportasi terhadap tingkat ketimpangan ekonomi antarwilayah yang diukur 

menggunakan Williamson Index. 

Model Regresi: 

 
Dimana: 

WI = Williamson Index 

β0 = Intercept (konstanta) 

β1,β2,β3 = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen 

IJ = Indikator Ekonomi (contoh: Indeks Jumlah Penduduk) 

IP = Indikator PDRB per Kapita 

IT = Indikator Infrastruktur 

ϵ = Error term atau gangguan dalam model 

 
Tabel 4. Hasil Regresi Linier Berganda terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Williamson Index 

Variabel Independen Koefisien (β\betaβ) Std. Error t-statistik p-value 

Investasi Jalan (IJ) -0.0042 0.0016 -2.625 0.011 

Investasi Pelabuhan (IP) -0.0051 0.0021 -2.429 0.017 

Investasi Transportasi (IT) -0.0063 0.0023 -2.739 0.008 

Intercept (β₀) 0.423 0.057 7.421 0.000 

 

Berdasarkan Hasil dari analisis regresi linier berganda yang disajikan dalam tabel ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh investasi di sektor jalan, pelabuhan, dan 

transportasi terhadap Williamson Index (WI). Dalam analisis ini, setiap variabel independen 

dianalisis untuk mengukur seberapa besar kontribusinya terhadap perubahan WI, dengan 

memperhatikan koefisien regresi, standar error, t-statistik, dan p-value yang menunjukkan 

signifikansi statistik. 

Investasi di sektor jalan (IJ) memiliki koefisien sebesar -0,0042, yang menunjukkan bahwa 

setiap peningkatan investasi di sektor ini cenderung menurunkan nilai Williamson Index, yang 

pada gilirannya berarti meningkatkan ketimpangan ekonomi. P-value yang sebesar 0,011, yang 

lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, mengindikasikan bahwa pengaruh investasi jalan 

terhadap WI sangat signifikan. Begitu pula, investasi pelabuhan (IP) menunjukkan koefisien 

sebesar -0,0051, yang berarti bahwa peningkatan investasi di sektor pelabuhan juga 

berhubungan dengan penurunan Williamson Index. P-value sebesar 0,017 yang lebih kecil dari 

0,05 menunjukkan bahwa pengaruh ini juga signifikan secara statistik. Investasi dalam sektor 

transportasi (IT) memiliki koefisien sebesar -0,0063, yang mengindikasikan bahwa sektor 
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transportasi memberikan pengaruh signifikan terhadap penurunan Williamson Index. P-value 

sebesar 0,008 mengonfirmasi bahwa pengaruh sektor transportasi ini juga signifikan. 

Terakhir, intercept (β₀) memiliki nilai 0,423, yang menggambarkan nilai dasar Williamson 

Index ketika semua variabel independen berada pada nilai nol. P-value yang sangat kecil 

(0,000) menunjukkan bahwa intercept ini sangat signifikan secara statistik. Secara keseluruhan, 

hasil regresi ini menggambarkan bahwa investasi di sektor jalan, pelabuhan, dan transportasi 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengurangan ketimpangan ekonomi antar 

kabupaten/kota, yang tercermin dalam penurunan nilai Williamson Index. 

 

Interpretasi dan Diskusi 

 Penelitian ini menganalisis bagaimana investasi infrastruktur dalam bentuk jalan, 

pelabuhan, dan transportasi memengaruhi pemerataan pertumbuhan ekonomi antarwilayah di 

Provinsi Lampung. Pemerataan tersebut diukur menggunakan Williamson Index, yang 

menunjukkan tingkat ketimpangan ekonomi antar kabupaten/kota. 

Hasil dari analisis regresi linier berganda terhadap data panel yang mencakup 

kabupaten/kota serta tahun menunjukkan beberapa temuan penting. Pertama, variabel investasi 

jalan memiliki koefisien negatif yang signifikan pada tingkat 5% (p < 0,05), yang 

mengindikasikan bahwa peningkatan investasi di sektor jalan berhubungan dengan penurunan 

ketimpangan ekonomi antar kabupaten/kota. Selain itu, variabel investasi pelabuhan juga 

menunjukkan hubungan negatif yang signifikan, menunjukkan bahwa investasi di sektor 

pelabuhan dapat berkontribusi pada pengurangan ketimpangan ekonomi. Terakhir, variabel 

investasi transportasi juga menunjukkan pengaruh yang signifikan secara negatif terhadap 

Williamson Index, yang berarti bahwa peningkatan investasi di sektor transportasi dapat 

menurunkan ketimpangan ekonomi antar daerah. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan 

pentingnya investasi infrastruktur dalam mengurangi ketimpangan ekonomi di Provinsi 

Lampung. 

Secara simultan (melalui uji F), ketiga variabel tersebut secara bersama-sama memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap pemerataan pertumbuhan ekonomi di Lampung. Nilai R² 

menunjukkan bahwa variabel independen menjelaskan sebagian besar variasi dalam nilai 

Williamson Index, menandakan bahwa investasi infrastruktur memiliki peran substantif dalam 

mengurangi ketimpangan antarwilayah. 

 

Interpretasi Kausalitas 

Investasi Jalan pada Pemerataan Ekonomi 

Investasi pada infrastruktur jalan terbukti memiliki dampak signifikan dalam menurunkan 

ketimpangan ekonomi antarwilayah. Jalan yang memadai meningkatkan konektivitas antar 

kabupaten, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta membuka akses bagi masyarakat di 

wilayah pinggiran untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi. Hal ini menyebabkan akses terhadap 

peluang ekonomi menjadi lebih merata, yang pada akhirnya mengurangi disparitas antar 

wilayah. Dalam konteks Lampung, pembangunan jalan penghubung antar kabupaten seperti 

jalan lintas provinsi dan kabupaten berdampak pada peningkatan arus logistik, pertumbuhan 

UMKM di daerah terpencil, dan akses masyarakat terhadap pasar kota. Hal ini memperkecil 

gap PDRB per kapita antar daerah. 

 

Investasi Pelabuhan pada Pemerataan Ekonomi 

Pelabuhan merupakan simpul logistik penting, terutama untuk wilayah pesisir seperti 

Lampung. Investasi dalam pelabuhan meningkatkan kapasitas ekspor-impor daerah dan 

menurunkan biaya logistik. Temuan dari analisis menunjukkan bahwa investasi pelabuhan 

mampu meningkatkan konektivitas maritim antarwilayah dan mendorong distribusi hasil 

produksi daerah yang lebih efisien. Seperti, peningkatan kapasitas dan fasilitas di Pelabuhan 
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Panjang dan Pelabuhan Bakauheni membuka peluang perdagangan lebih luas bagi wilayah 

hinterland seperti Lampung Tengah, Tanggamus, dan Lampung Timur. Ketika pelabuhan 

menjadi lebih efisien, hasil bumi dari wilayah daratan dapat dipasarkan lebih luas, 

mempercepat aliran nilai ekonomi ke daerah-daerah produsen. 

 

Investasi Transportasi Umum pada Pemerataan Ekonomi 

Transportasi umum, baik darat (bus antar kabupaten), laut, maupun multimoda, memegang 

peranan dalam mengintegrasikan wilayah dan mobilitas tenaga kerja. Investasi dalam sektor 

ini membantu masyarakat berpindah antarwilayah dengan lebih efisien, baik untuk keperluan 

kerja, pendidikan, maupun distribusi produk. Analisis menunjukkan bahwa peningkatan akses 

transportasi berkorelasi kuat dengan distribusi pendapatan yang lebih merata, karena 

memungkinkan terjadinya perputaran ekonomi di wilayah non-perkotaan yang sebelumnya 

kurang terhubung. 

 

Diskusi Kritis 

Hasil empiris ini mendukung teori-teori pembangunan ekonomi yang menekankan 

pentingnya infrastruktur sebagai prasyarat utama pemerataan pertumbuhan. Teori Rostow dan 

Hirschman, misalnya, menyebutkan bahwa infrastruktur adalah jalur utama untuk menciptakan 

efek pengganda (multiplier effect) terhadap sektor ekonomi lainnya. Penurunan nilai 

Williamson Index selama periode pengamatan (2020–2024) dapat diasosiasikan dengan 

peningkatan investasi yang terjadi secara paralel. Namun demikian, penting dicatat bahwa 

efektivitas investasi tidak hanya tergantung pada besarannya, tetapi juga pemerataan 

distribusinya antarwilayah, serta efisiensi dan transparansi implementasinya. 

 

Implikasi Kebijakan 

Pemerintah daerah dan pusat diharapkan untuk melanjutkan investasi infrastruktur secara 

merata, dengan fokus tidak hanya pada wilayah perkotaan, tetapi juga pada daerah-daerah 

lainnya. Hal ini penting untuk menciptakan keseimbangan dalam pembangunan yang dapat 

meningkatkan kualitas hidup di seluruh wilayah. Selain itu, diperlukan integrasi dalam 

perencanaan pembangunan sektor-sektor penting seperti jalan, pelabuhan, dan transportasi. 

Dengan adanya sinergi antara sektor-sektor tersebut, diharapkan akan tercipta konektivitas 

yang lebih baik antar wilayah, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi 

yang lebih merata. Namun, pemerataan investasi infrastruktur saja belum cukup. Untuk 

mencapai hasil yang maksimal, program pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan 

pemberdayaan ekonomi lokal juga harus menjadi bagian dari kebijakan ini. Penguatan SDM 

yang kompeten serta pemberdayaan ekonomi lokal akan mempercepat dampak positif dari 

investasi infrastruktur dan meningkatkan kemandirian ekonomi di seluruh wilayah. 

Setelah dilakukan analisis regresi linier berganda terhadap data panel yang terdiri dari 15 

kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama periode 2020–2024, diperoleh hasil bahwa ketiga 

variabel independen, yaitu investasi jalan, investasi pelabuhan, dan investasi transportasi, 

memiliki pengaruh signifikan terhadap pemerataan pertumbuhan ekonomi, yang diukur 

melalui nilai Williamson Index. 

Secara parsial, investasi jalan menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai 

Williamson Index, yang berarti bahwa peningkatan investasi jalan berkorelasi dengan 

penurunan ketimpangan antarwilayah. Hal ini dapat dijelaskan karena pembangunan jalan 

membuka akses bagi daerah pinggiran ke pusat-pusat pertumbuhan, mengurangi biaya logistik, 

dan mempercepat aliran barang dan jasa. Investasi pelabuhan juga menunjukkan pengaruh 

negatif yang signifikan, terutama di wilayah pesisir seperti Kabupaten Lampung Selatan dan 

Tanggamus, yang memiliki akses langsung ke jalur perdagangan laut. Sementara itu, investasi 

transportasi memiliki pengaruh signifikan namun dengan koefisien yang lebih kecil dibanding 
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dua variabel lainnya, menandakan bahwa peran moda transportasi darat dan umum bersifat 

komplementer terhadap infrastruktur fisik utama. 

 

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan-temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa 

pembangunan infrastruktur memiliki kontribusi penting terhadap pemerataan ekonomi dan 

pengurangan ketimpangan regional: 

1. Aswicahyono dan Hill (2015) dalam studi mereka tentang Indonesia menemukan bahwa 

pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi terbukti efektif dalam menghubungkan 

kawasan tertinggal dengan pusat ekonomi, sehingga memperkecil kesenjangan regional. 

Penelitian ini mendukung temuan tersebut dalam konteks Provinsi Lampung, yang juga 

menunjukkan bahwa peningkatan aksesibilitas melalui pembangunan jalan berkontribusi 

pada penurunan disparitas. 

2. Fay dan Yepes (2003) dalam kajiannya terhadap negara-negara berkembang menemukan 

bahwa setiap peningkatan 1% dalam stok infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan 

PDB per kapita dan mendorong pemerataan antarwilayah. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan logika tersebut: ketika investasi infrastruktur meningkat, terjadi pertumbuhan yang 

lebih inklusif karena wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi mulai mengalami 

aktivitas ekonomi yang lebih tinggi. 

3. Prawira et al. (2020) yang meneliti ketimpangan wilayah di Sumatera juga menunjukkan 

bahwa pelabuhan memainkan peran penting dalam menurunkan disparitas ekonomi, 

khususnya dalam konteks daerah dengan potensi hasil laut dan pertanian ekspor. Hasil ini 

mendukung temuan pada wilayah Lampung, terutama di kawasan pelabuhan Panjang dan 

pelabuhan Bakauheni, yang mengalami lonjakan pertumbuhan ekonomi pasca-investasi 

pelabuhan meningkat. 

4. Di sisi lain, terdapat perbedaan temuan dengan penelitian oleh Yustika (2006) yang 

menyatakan bahwa infrastruktur hanya akan berdampak signifikan terhadap pemerataan 

jika diikuti dengan reformasi kelembagaan dan distribusi aset yang merata. Perbedaan ini 

mungkin disebabkan oleh konteks lokal Lampung yang memiliki stabilitas politik dan 

alokasi anggaran daerah yang relatif konsisten selama periode pengamatan. 

Dengan membandingkan hasil penelitian ini dengan studi-studi terdahulu, terlihat bahwa 

secara umum terdapat konsistensi teoritis dan empiris mengenai pengaruh positif investasi 

infrastruktur terhadap pemerataan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, perbedaan tingkat 

pengaruh antar jenis infrastruktur juga mencerminkan konteks geografis, kelembagaan, dan 

karakteristik ekonomi lokal yang perlu dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan 

pembangunan wilayah. 

 

Implikasi dari Perbandingan Ini 

Hasil analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini menunjukkan bahwa investasi 

infrastruktur termasuk investasi jalan, pelabuhan, dan transportasi memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antarwilayah di Provinsi Lampung, yang diukur 

dengan Williamson Index. Berdasarkan nilai koefisien determinasi (R²) yang tinggi, sebagian 

besar variasi ketimpangan ekonomi dapat dijelaskan oleh variasi dalam investasi infrastruktur. 

Secara terpisah, hasil analisis menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen 

memiliki dampak yang signifikan terhadap pengurangan ketimpangan ekonomi. 

Pertama, investasi jalan terbukti memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

Williamson Index. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan investasi pada pembangunan dan 

perbaikan jalan dapat menurunkan ketimpangan ekonomi dengan membuka akses ke wilayah-

wilayah yang sebelumnya terisolasi, sehingga memperluas peluang ekonomi di daerah tersebut. 

Kedua, investasi pelabuhan juga memberikan dampak positif dalam mengurangi ketimpangan, 

https://dinastirev.org/JEMSI


https://dinastirev.org/JEMSI                                                 Vol. 6, No. 5, Juni 2025  

3519 | P a g e  

karena pelabuhan yang lebih baik dapat meningkatkan aktivitas perdagangan dan logistik, serta 

memperluas akses pasar baik untuk daerah pesisir maupun hinterland. Ketiga, investasi di 

sektor transportasi baik dalam hal moda transportasi umum maupun angkutan berperan penting 

dalam meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota. Hal ini mengurangi biaya mobilitas 

dan mempercepat integrasi ekonomi antar wilayah, sehingga mendukung pemerataan 

pertumbuhan ekonomi. 

Berdasarkan temuan ini, pemerintah daerah sebaiknya memprioritaskan investasi dalam 

pembangunan jalan dan pelabuhan sebagai infrastruktur dasar untuk mendorong pemerataan 

wilayah. Selain itu, pengembangan investasi transportasi multimoda juga perlu terus didorong 

untuk meningkatkan efisiensi konektivitas antar kabupaten. Penting pula untuk memastikan 

adanya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, agar dampak pembangunan 

infrastruktur dapat dirasakan secara lebih optimal dan merata di seluruh wilayah. Secara 

keseluruhan, hasil penelitian ini mendukung hipotesis bahwa pembangunan infrastruktur 

berperan penting dalam pemerataan pertumbuhan ekonomi. 

 

Diskusi: Implikasi terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur 

Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan infrastruktur yang inklusif dalam 

pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata antarwilayah. Investasi 

infrastruktur tidak hanya berperan dalam meningkatkan perekonomian secara keseluruhan, 

tetapi juga memiliki dampak signifikan dalam mengurangi ketimpangan antara daerah. Oleh 

karena itu, penting bagi pemerintah untuk merancang pembangunan infrastruktur dengan 

pendekatan yang memperhatikan aspek spasial dan inklusif. Fokus pembangunan tidak hanya 

harus pada wilayah perkotaan atau pusat ekonomi, tetapi juga harus mencakup wilayah 

pedesaan, tertinggal, dan terisolasi. Implikasi kebijakan dari hal ini adalah bahwa pemerintah 

daerah perlu menyusun rencana pembangunan infrastruktur berbasis wilayah yang 

mempertimbangkan ketimpangan antar wilayah serta potensi konektivitas antar daerah. Selain 

itu, alokasi anggaran pembangunan sebaiknya diprioritaskan untuk kabupaten/kota dengan 

aksesibilitas rendah dan kontribusi PDRB yang kecil, guna merangsang pemerataan 

pembangunan. 

Pembangunan jalan juga diidentifikasi sebagai komponen utama dalam memperbaiki 

konektivitas darat, yang membuka isolasi wilayah, mempercepat arus barang dan orang, serta 

menghubungkan daerah hinterland dengan pusat ekonomi. Untuk itu, kebijakan pembangunan 

jalan perlu melibatkan integrasi program pembangunan jalan daerah dengan jaringan jalan 

nasional dan provinsi, guna menciptakan sistem transportasi darat yang sinergis dan efisien. 

Penambahan jalan penghubung antar kabupaten/kota yang memiliki potensi ekonomi namun 

terkendala akses transportasi juga perlu menjadi prioritas. 

Pelabuhan, sebagai simpul penting dalam konektivitas laut, memiliki peranan besar, 

terutama di provinsi Lampung yang menjadi gerbang masuk ke Sumatra melalui Pelabuhan 

Bakauheni dan Pelabuhan Panjang. Peningkatan kapasitas dan efisiensi pelabuhan harus 

menjadi prioritas kebijakan, termasuk pengembangan kawasan industri pendukung seperti dry 

port atau logistik park. Penguatan konektivitas laut ini harus didukung oleh transportasi darat 

dan multimoda agar pelabuhan terintegrasi dengan pusat produksi yang ada di pedalaman. 

Sistem transportasi yang terintegrasi menjadi faktor kunci dalam mendukung mobilitas 

ekonomi antarwilayah dan meningkatkan akses tenaga kerja ke pusat-pusat kegiatan ekonomi. 

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong pengembangan transportasi umum 

regional yang terjangkau dan menjangkau wilayah yang belum dilayani. Selain itu, penting 

untuk membangun sistem angkutan barang dan penumpang multimoda yang efisien, 

menghubungkan daratan dan laut, serta terintegrasi dengan pelabuhan dan terminal logistik. 

Terakhir, evaluasi dan pemantauan pembangunan berbasis indeks ketimpangan, seperti 

Williamson Index, menjadi alat yang berguna bagi pemerintah daerah untuk memantau 

https://dinastirev.org/JEMSI


https://dinastirev.org/JEMSI                                                 Vol. 6, No. 5, Juni 2025  

3520 | P a g e  

pemerataan hasil pembangunan dari waktu ke waktu. Penggunaan indeks ini sebagai indikator 

kinerja pembangunan wilayah memungkinkan pemerintah untuk membuat keputusan yang 

lebih tepat dalam alokasi investasi. Oleh karena itu, evaluasi efektivitas proyek infrastruktur 

tidak hanya seharusnya didasarkan pada output fisik, tetapi juga pada dampaknya terhadap 

pengurangan ketimpangan ekonomi. 

Temuan penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa kebijakan pembangunan 

infrastruktur harus diarahkan tidak hanya untuk efisiensi dan pertumbuhan ekonomi semata, 

tetapi juga untuk pemerataan pembangunan antarwilayah. Dalam konteks Lampung, hal ini 

sangat relevan mengingat terdapat disparitas antara wilayah pesisir, perkotaan, dan pedalaman. 

Dengan mengarahkan investasi secara strategis pada infrastruktur dasar (jalan, pelabuhan, dan 

transportasi), pemerintah dapat mendorong konektivitas, mengurangi ketimpangan, dan 

mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data panel dan pengujian regresi linier berganda yang dilakukan 

pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama periode 2020–2024, diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Investasi infrastruktur—yang terdiri dari investasi jalan, pelabuhan, dan transportasi—

berpengaruh signifikan terhadap pemerataan pertumbuhan ekonomi antarwilayah, 

sebagaimana diukur dengan Williamson Index. 

2. Investasi jalan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ketimpangan ekonomi, 

artinya semakin besar alokasi anggaran untuk pembangunan jalan, semakin rendah tingkat 

ketimpangan antarwilayah. 

3. Investasi pelabuhan juga memberikan kontribusi signifikan dalam menurunkan 

ketimpangan, terutama karena mendukung konektivitas antarwilayah pesisir dan 

hinterland serta memperkuat aktivitas perdagangan. 

4. Investasi transportasi umum dan moda angkutan terbukti memperkuat integrasi wilayah, 

memfasilitasi mobilitas tenaga kerja dan barang, serta berkontribusi terhadap pemerataan 

akses ekonomi antarwilayah. 

5. Nilai koefisien determinasi (R²) menunjukkan bahwa ketiga jenis investasi ini secara 

bersama-sama menjelaskan proporsi yang signifikan terhadap variasi dalam pemerataan 

pertumbuhan ekonomi di Lampung. 

6. Hasil ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur bukan hanya berorientasi pada 

pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan penting dalam mendorong keadilan wilayah 

dan pembangunan inklusif. 

 

Saran 

Bagi Pemerintah Daerah dan Perencana Pembangunan 

1. Mengarahkan investasi infrastruktur secara strategis ke wilayah tertinggal, terisolasi, 

atau yang memiliki akses rendah terhadap pusat ekonomi untuk mempercepat 

pemerataan pembangunan. 

2. Mengintegrasikan perencanaan pembangunan jalan, pelabuhan, dan transportasi dalam 

satu sistem konektivitas regional, sehingga setiap investasi saling memperkuat. 

3. Menggunakan indikator ketimpangan seperti Williamson Index secara periodik sebagai 

alat bantu evaluasi efektivitas pembangunan wilayah, serta sebagai dasar dalam 

penyusunan prioritas program. 

4. Mendorong pembangunan infrastruktur berbasis wilayah dan potensi lokal, agar 

intervensi pembangunan lebih tepat sasaran dan memberikan multiplier effect bagi 

ekonomi daerah. 
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